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Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
Ketua Pengadilan Negeri (terlampir)
di

tempat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanda tangan
elektronik Salinan putusan perkara pidana, dimana masih ditemukan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang belum tertib dalam pelaksanaan
tanda tangan elektronik sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 2 tahun 2022,
maka perlu ditegaskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Negeri (terlampir) untuk segera melakukan monitoring dan
mengevaluasi pelaksanaan tanda tangan elektronik pada salinan putusan
perkara pidana.

Mengingat akan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman
oleh Pimpinan K/L yang terlibat didalam SPPT-TI pada tanggal 30 Juni 2022
dan simulasi implementasi SPPT-TI, maka tingkat penerapan SPPT-TI pada
satuan kerja di masing-masing K/L akan terpantau oleh seluruh Pimpinan
Lembaga sehingga tanda tangan elektronik Salinan Putusan yang belum

dipenuhi (terlampir) akan menjadi catatan bagi lembaga.

Untuk itu diminta kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas untuk menyelesaikan dan
menggunggah salinan putusan elektronik paling lambat tanggal 24 Juni 2022.
Apabila ada permasalahan terkait pengunggahan salinan putusan elektronik

dapat menghubungi Sdr. Agustinus Evan Bangun Merdhiko (08121531114).

Demikian untuk diperhatikan dan segera dilaksanakan.
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No Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
1 | Pengadilan Negeri Banda Aceh Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2 | Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Tinggi Medan
3 | Pengadilan Negeri Binjai Pengadilan Tinggi Medan
4 | Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pengadilan Tinggi Medan
S | Pengadilan Negeri Kisaran Pengadilan Tinggi Medan
6 | Pengadilan Negeri Sei Rampah Pengadilan Tinggi Medan
7 | Pengadilan Negeri Kabanjahe Pengadilan Tinggi Medan
8 | Pengadilan Negeri Stabat Pengadilan Tinggi Medan
9 | Pengadilan Negeri Rantau Prapat Pengadilan Tinggi Medan
10 | Pengadilan Negeri Pekanbaru Pengadilan Tinggi Pekanbaru
11 | Pengadilan Negeri Rokan Hilir Pengadilan Tinggi Pekanbaru
12 | Pengadilan Negeri Bengkalis Pengadilan Tinggi Pekanbaru
13 | Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Pengadilan Tinggi Pekanbaru
14 | Pengadilan Negeri Bangkinang Pengadilan Tinggi Pekanbaru
15 | Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Tinggi Palembang
16 | Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
17 | Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
18 | Pengadilan Negeri Bekasi Pengadilan Tinggi Bandung
19 | Pengadilan Negeri Bogor Pengadilan Tinggi Bandung
20 | Pengadilan Negeri Bale Bandung Pengadilan Tinggi Bandung
21 | Pengadilan Negeri Tangerang Pengadilan Tinggi Banten
22 | Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan Tinggi Semarang
23 | Pengadilan Negeri Banyumas Pengadilan Tinggi Semarang
24 | Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi Yogyakarta
25 | Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Tinggi Surabaya
26 | Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Tinggi Surabaya
27 | Pengadilan Negeri Gresik Pengadilan Tinggi Surabaya
28 | Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Tinggi Surabaya
29 | Pengadilan Negeri Nganjuk Pengadilan Tinggi Surabaya
30 | Pengadilan Negeri Lamongan Pengadilan Tinggi Surabaya
31 | Pengadilan Negeri Banjarmasin Pengadilan Tinggi Banjarmasin
32 | Pengadilan Negeri Banjarbaru Pengadilan Tinggi Banjarmasin
33 | Pengadilan Negeri Pelaihari Pengadilan Tinggi Banjarmasin
34 | Pengadilan Negeri Batulicin Pengadilan Tinggi Banjarmasin
35 | Pengadilan Negeri Pontianak Pengadilan Tinggi Pontianak
36 | Pengadilan Negeri Singkawang Pengadilan Tinggi Pontianak
37 | Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Tinggi Makassar
38 | Pengadilan Negeri Denpasar Pengadilan Tinggi Denpasar
39 | Pengadilan Negeri Singaraja Pengadilan Tinggi Denpasar
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STATISTIK SALINAN PUTUSAN PIDANA (SALPUT) TINGKAT BANDING
SECARA ELEKTRONIK
PERIODE DESEMBER 2021 S/D MEI 2022

SALPUT
NO NAMA PENGADILAN ;[BJ%\{IJL,S%I; BESI_I,XI%I\F/)IU’ITTE SUDAH
TTE
1 PENGADILAN TINGGI MEDAN 934 501 433
2 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 465 368 97
3 PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH 268 268 0
4 PENGADILAN TINGGI PEKANBARU 387 219 168
5 PENGADILAN TINGGI SEMARANG 281 217 64
6 PENGADILAN TINGGI SURABAYA 708 203 505
7 PENGADILAN TINGGI BANDUNG 210 190 20
8 PENGADILAN TINGGI JAKARTA 182 173 9
9 PENGADILAN TINGGI BANTEN 78 78
10 [ PENGADILAN TINGGI SAMARINDA 139 74 65
11 PENGADILAN TINGGI KUPANG 73 73 0
12 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG 93 65 28
13 | PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 91 62 29
14 [ PENGADILAN TINGGI JAMBI 88 60 28
15 PENGADILAN TINGGI PALU 80 51 29
16 PENGADILAN TINGGI MATARAM 65 47 18
17 PENGADILAN TINGGI AMBON 71 45 26
18 | PENGADILAN TINGGI GORONTALO 42 42 0
19 [ PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 48 33 15
20 PENGADILAN TINGGI PADANG 138 32 106
21 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG 33 26 7
22 PENGADILAN TINGGI MANADO 64 26 38
23 PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA 21 12 9
24 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK 131 7 124
25 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 138 6 132
26 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 52 3 49
27 PENGADILAN TINGGI KENDARI 76 3 73
28 PENGADILAN TINGGI BENGKULU 59 1 58
29 PENGADILAN TINGGI DENPASAR 44 1 43
30 PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN 145 0 145
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Salinan Putusan Perkara Pidana
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499/DJU/HM.02.3/6/2022

STATISTIK SALINAN PUTUSAN PIDANA (SALPUT) TINGKAT PERTAMA
SECARA ELEKTRONIK
PERIODE DESEMBER 2021 S/D MEI 2022

JUMLAH SALPUT SUDAH
NO NAMA PENGADILAN SALPUT TTE SALPUT BELUM TTE
1 PENGADILAN NEGERI MEDAN 1620 60 1560
2 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 913 50 863
3 PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 862 142 720
4 PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT 452 0 452
S PENGADILAN NEGERI SURABAYA 1198 1052 146
6 PENGADILAN NEGERI DENPASAR 580 488 92
7 PENGADILAN NEGERI BEKASI 355 267 88
8 PENGADILAN NEGERI KISARAN 499 421 78
9 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 387 310 77
10 | PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 353 276 77
11 | PENGADILAN NEGERI KABANJAHE 188 117 71
12 | PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR 507 452 55
13 | PENGADILAN NEGERI SEMARANG 325 275 50
14 | PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM 1229 1180 49
15 | PENGADILAN NEGERI TANGERANG 877 837 40
16 | PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG 370 339 31
17 | PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN 412 383 29
18 | PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA 499 472 27
19 | PENGADILAN NEGERI PELAIHARI 115 91 24
20 | PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA 137 119 18
21 | PENGADILAN NEGERI KEPANJEN 287 269 18
22 | PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR 253 236 17
23 | PENGADILAN NEGERI GRESIK 144 127 17
24 | PENGADILAN NEGERI BANGKINANG 293 278 15
25 | PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG 118 104 14
26 | PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 119 106 13
27 | PENGADILAN NEGERI LAMONGAN 94 81 13
28 | PENGADILAN NEGERI BANJARBARU 149 136 13
29 | PENGADILAN NEGERI STABAT 426 415 11
30 | PENGADILAN NEGERI NGANJUK 165 155 10
31 | PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 331 321 10
32 | PENGADILAN NEGERI BATULICIN 98 88 10
33 | PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 189 182 7
34 | PENGADILAN NEGERI BOGOR 158 154 4
35 | PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 53 50 3
36 | PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG 170 167 3
37 | PENGADILAN NEGERI BINJAI 68 66 2
38 | PENGADILAN NEGERI PEKANBARU 536 535 1
39 | PENGADILAN NEGERI SINGARAJA 91 90 1
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